
  

 

 
 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 13 TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

Menimbang : 
 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional,  data yang digunakan sebagai dasar 

penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan 
data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya 
dari tahun anggaran yang direncanakan;  

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat 
Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 

3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, data yang 
digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan 
keuangan daerah tahun 2017 merupakan data realisasi 

APBD Tahun Anggaran 2015, maka harus dilakukan 
perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tulang Bawang Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 



Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

2. Undang-Undang Nomar 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);  

 

3. Undang-undang Nomor  50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negar Republik indonesia Tahun 2008 

Nomor 187,Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia 
Nomor 4934); 

 

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran 
Negar Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 
82,Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 

5234 ); 
 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2010  tentang  

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104);  

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 
2016 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
62); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 

4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3); 
 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
7 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang 
Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Tahun 2011 Nomor 7); 

 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah  Kabupaten Tulang Bawang Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 74); 

 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 

3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Nomor 75); 
 

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat; 
 

 
 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 45 TAHUN 2017 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 
TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 45 

Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Pimpinan 
Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Tahun 2017 Nomor 45) diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 2 

 
(1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan 

daerah tahun 2018 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 

2016. 
 

(2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan 
besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah. 
 

(3) Pendapatan Umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. 

 

(4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja 

gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil 
Negara. 

 

(5) Perhitungan kemampuan keuangan daerah akan dilakukan peninjauan 
setiap tahun sesuai dengan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran 

sebelumnya dari tahun anggran yang direncanakan. 
 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3 

 
(1) Kemampuan Keuangan daerah berdasarkan realisasi APBD Tahun 

Anggaran 2016 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi 
Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan perhitungan sebagai 
berikut :   

a.  pendapatan umum daerah :    

1. pendapatan asli daerah       : Rp.    28.181.318.186,63.  

2. dana alokasi umum  : Rp.  464.431.679.000,00. 
3. dana bagi hasil  : Rp.    19.215.089.748,00.   

jumlah pendapatan umum daerah : Rp.  511.828.086.934,63. 

      

b.  belanja pegawai negeri sipil daerah :    

1. belanja gaji  : Rp.  146.917.724.197,00.    



2. tunjangan   : Rp.    45.629.436.659,00.    

3. tambahan penghasilan  : Rp.    43.916.685.800,00.    

jumlah belanja pegawai negeri sipil  
 daerah  : Rp.  236.463.846.656,00.   

b. kemampuan keuangan daerah :    

1. Jumlah Pendapatan Umum Daerah – Jumlah Belanja Pegawai 
Negeri Sipil Daerah.             

2. Rp. 511.828.086.934,63. – Rp. 236.463.846.656,00.    
3. Rp. 275.364.240.278,63.  

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 

kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kemampuan keuangan 
daerah rendah. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

 
 Ditetapkan di Panaragan  

 pada tanggal 2 Januari 2018 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

 
       dto. 
 
 

   UMAR AHMAD 

Diundangkan di Panaragan 

pada tanggal 3 Januari 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

 
 
         dto. 

 
HERWAN SAHRI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 

NOMOR 13 
Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Bagian Hukum, 
  

 
 
 

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 
     NIP. 19770409 200212 1 008 

 


